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ABSTRACT

Environmental licence based on the Law on Living Environmental Management and
Protection (UUPPLH) is a condition to obtain a business licence and/or activity. Functioning
as an instrument of damage prevention and/or living environmental pollution in the
framework of protecting and managing living environment. Environmental pollution belongs
to living creature, substance, energy and/or other components polluted by human activities
which is greater than the set standard quality of living environment. A control is needed to
monitor the incident of living environmental pollution. Living environmental control or
control for short is a sequence of activities which is directly or indirectly by the Living
Environmental Controlling Official (PPLH) to find out, to ensure, and to determine the level
of compliance of guarantor of business and/or activity set in the evironmental licence and the
legislations in the field of living environmental management and protection. The control
activity is intended to develop law reinforcement. The reinforcement of administrative
environmental law is the control and application of the administrative sanction which are
preventive (control) and repressive (administrative sanction) in nature. According to the
UUPPLH criminal act is a violation done by an individual on the regulation of legislation
and/or the provision of environmental licence. The criminal provision according to the
UUPPLH to apply the criminal sanction related to environmental licence as regulated in
Article 109, Article 111, and Article 112 of UUPPLH.

Keywords:  Environmental Licence, Reinforcement of Administrative, Sanction,
Environmental Criminal Provision.
PENDAHULUAN provision atau dalam ilmu hukum disebut

1. Latar Belakang

UUPPLH yang merupakan
“ketentuan”  bagi  perlindungan  dan
pengelolaan lingkungan hidup, maka

undang-undang sektoral bidang
lingkungan hidup yang diantaranya,
kehutanan, perkebunan, dan

pertambangan, harus memenuhi beberapa
kondisi. Antara lain, Pertama, UU tersebut
harus tunduk pada UUPPLH. Kedua,
pelaksanaan ~ UU  sektoral  bidang
lingkungan hidup tidak boleh bertentangan
dengan UUPPLH. Ketiga, segala
penegakan hukum yang berkaitan dengan
lingkungan hidup harus berpedoman
kepada UUPPLH. UUPPLH berfungsi
sebagai Umbrella act atau umbrella

kadarwet atau raamwet yang utama
terhadap masalah lingkungan hidup.
UUPPLH ini menjadikan ketentuan pokok
bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup
yang sudah ada (lex lata) maupun bagi
peraturan lebih lanjut dibawahnya (lex
ferandai atau ketentuan organik) atas
lingkungan hidup.

Dalam hukum lingkungan hidup,
pencemaran merupakan kemasukan bahan
pencemar seperti bahan kimia kedalam
alam sekitar yang mengakibatkan kesan
yang memusnahkan sehingga
membahayakan  kesehatan  manusia,
mengancam sumber alam dan ekosistem.

Dengan terjadinya  pencemaran
lingkungan  hidup  diperlukan  suatu
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pengawasan lingkungan hidup.
Pengawasan Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Pengawasan adalah
serangkaian kegiatan yang dilaksanakan
secara langsung atau tidak langsung oleh
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
(PPLH) dan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
untuk  mengetahui, memastikan, dan
menetapkan tingkat ketaatan
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin
lingkungan dan peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan  hidup. lzin
lingkungan adalah izin yang diberikan
kepada setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau
UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan. Izin lingkungan yang merupakan
instrumen pencegahan kerusakan dan/atau
pencemaran lingkungan hidup hakikatnya
merupakan pengendalian aktivitas
pengelolaan lingkungan hidup.
Pengawasan yang dilakukan
terhadap kegiatan yang memiliki izin
lingkungan sebagai upaya pemantauan
penataan  persyaratan perizinan oleh
instansi yang berwenang memberi izin
lingkungan. Hasil pengawasan tersebut
ditujukan untuk mengembangkan
penegakan hukum. Penegakan hukum
lingkungan dapat dimaknai sebagai
penggunaan atau penerapan instrumen-
instrumen dan sanksi-sanksi dalam hukum
administrasi, hukum perdata dan hukum
pidana dengan tujuan memaksa subjek
hukum yang menjadi sasaran mematuhi
peraturan perundang-undangan lingkungan
hidup. Dalam penegakan administratif
lingkungan terdapat dua penegakan yaitu:
preventif (pengawasan) dan represif
(sanksi administrasi). Sementara
penegakan pidana dilakukan apabila suatu
perbuatan yang dinyatakan sebagai suatu
tindak pidana jika dilakukan bertentangan
dengan izin lingkungan. Dan diatur dalam
hukum pidana lingkungan sehingga dapat

dinyatakan sebagai tindak pidana yang
selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih
lanjut dalam hukum administrasi.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang
diuraikan diatas maka yang menjadi pokok
permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perizinan
berdasarkan UUPPLH?

2. Bagaimana gugatan administratif
dan penegakan administrasi
lingkungan terhadap izin usaha
dan/atau kegiatan yang dimiliki
suatu usaha dan/atau  kegiatan
dikarenakan tidak melaksanakan
Pasal 121 UUPPLH Jo. PermenLH
No. 14 Tahun 201107

3. Bagaimana ketentuan pidana terkait
dengan izin lingkungan berdasarkan
UUPPLH?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan  permasalahan yang
telah dikemukakan di atas, maka tujuan
yang ingin dicapai dari penelitian ini
adalah:

1. Mengetahui dan menganalisa konsep
perizinan berdasarkan UUPPLH,;

2. Mengetahui dan menganalisa
gugatan administratif dan penegakan
administrasi  lingkungan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang
berkaitan dengan izin lingkungan;

3. Mengetahui dan menganalisa tentang
ketentuan pidana terkait dengan izin
lingkungan berdasarkan UUPPLH.

4. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan dan menambah wawasan ilmu
pengetahuan khususnya izin lingkungan
dan penegakan sanksi administratif
lingkungan dan sanksi pidana lingkungan
berdasarkan UUPPLH.

Manfaat Praktis, yaitu terjawabnya
permasalahan  dalam  penelitian ini,
sehingga dapat diketahuinya konsep
perizinan berdasarkan UUPPLH,



diketahuinya gugatan administratif dan
penegakan administrasi lingkungan
terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
berkaitan dengan izin lingkungan, serta
diketahuinya ketentuan pidana terkait
dengan izin lingkungan berdasarkan
UUPPLH.

B. KERANGKA TEORI

Dalam penelitian ini digunakan teori
izin lingkungan yang dijadikan sebagai
teori utama (grand theory).

Berdasarkan tujuan negara pada
Alinea Keempat UUD 1945, Indonesia
termasuk negara hukum kesejahteraan.
Tujuan negara tersebut dilaksanakan salah
satunya di bidang lingkungan hidup yang
dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan. Dan peraturan perundang-
undangan tersebut yaitu UU No. 32 Tahun
2009  tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(selanjutnya disingkat dengan UUPPLH)
yang merupakan suatu  pengaturan
mengenai  lingkungan  hidup  yang
mengatur ~ pokok-pokok  pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia. Dan dalam
rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia, maka salah
satu otoritas pemerintah yaitu menerapkan
izin lingkungan (environmental licence).

Izin merupakan salah satu wujud
tindakan pemerintahan. Tindakan
pemerintahan tersebut berdasarkan
kewenangan publik yaitu membolehkan
atau memperkenankan menurut hukum
bagi seseorang atau badan hukum untuk
melakukan sesuatu kegiatan.

N.M.Spelt dan JBJM. Ten Berge
membedakan penggunaan istilah perizinan
dan izin, dimana perizinan merupakan
pengertian izin dalam arti luas, sedangkan
istilah izin digunakan untuk pengertian
izin dalam arti sempit. Pengertian
perizinan (izin dalam arti luas) adalah
suatu persetujuan dari penguasa
berdasarkan undang-undang atau peraturan
pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari  ketentuan-ketentuan
larangan perundangan. Dengan memberi

izin, penguasa memperkenankan orang
yang memohonnya untuk melakukan
tindakan-tindakan tertentu yang
sebenarnya dilarang. Sedangkan yang
pokok dari izin dalam arti sempit (izin)
ialah bahwa suatu tindakan dilarang,
terkecuali diperkenankan, dengan tujuan
agar dalam ketentuan-ketentuan yang
disangkutkan dengan perkenaan dapat
dengan teliti diberikan batas-batas tertentu
bagi tiap-tiap kasus. Jadi persoalannya
bukanlah untuk hanya memberi perkenan
dalam keadaan-keadaan khusus, tetapi agar
tindakan-tindakan yang diperkenankan
dilakukan dengan cara-cara tertentu
(dicantumkan berbagai persyaratan dalam
ketentuan-ketentuan yang bersangkutan).

Dalam perizinan, yang berwenang
mengeluarkan  izin  adalah  pejabat
pemerintah atau pejabat administratif,
yang kaitannya adalah dengan tugas
pemerintah  dalam hal memberikan
pelayanan umum kepada masyarakat.
Dalam hal pelayanan publik, izin
merupakan bentuk pelayanan yang harus
diberikan kepada masyarakat dalam bentuk
pelayanan administratif, yaitu pelayanan
yang menghasilkan berbagai bentuk
dokumen resmi yang dibutuhkan oleh
publik. Izin dapat berbentuk tertulis dan
atau tidak tertulis, namun dalam Hukum
Administrasi Negara, izin harus tertulis,
kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang
tidak diingikan, maka izin yang berbentuk
suatu  keputusan adminstrasi  negara
(beschicking) dapat dijadikan sebagai alat
bukti dalam pengadilan. Izin yang
berbentuk beschiking, sudah tentu
mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak
abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan
ditentukan), individual (siapa yang
diberikan izin), final (seseorang yang telah
mempunyai hak untuk melakukan suatu
perbuatan hukum sesuai dengan isinya
yang secara definitif dapat menimbulkan
akibat hukum tertentu).

Hal pokok dalam perizinan vyaitu
bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali
diperkenankan dengan tujuan agar dalam
ketentuan-ketentuan yang bersangkutan



dilakukan dengan cara-cara tertentu.
Penolakan izin, pencabutan izin maupun
pembekuan izin juga dengan penerapan
sanksi pidana dapat terjadi bila kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan oleh
penguasa tidak  dipenuhi  maupun
dilanggar.

Sebagai suatu instrumen, izin
lingkungan berfungsi selaku ujung tombak
instrumen  hukum sebagai pengarah,
perekayasa, dan perancang pelaku usaha
dan/atau kegiatan untuk mencapai tujuan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dan untuk menanggulangi masalah
lingkungan disebabkan aktivitas manusia
yang melekat dengan dasar izin dan juga
dapat berfungsi sebagai sarana yuridis
untuk mencegah serta menanggulangi
pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kemudian akan dilanjutkan dengan teori
penegakan hukum. Penegakan hukum adalah
proses dilakukannya upaya untuk tegaknya
atau berfungsinya norma-norma hukum secara
nyata sebagai pedoman perilaku dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dalam arti luas
(law enforcement policy) terkandung
didalamnya makna politik  kriminal
(criminal policy), vyaitu upaya Yyang
rasional untuk menanggulangi kejahatan.
Penanganan masalah lingkungan melalui
perangkat hukum administrasi merupakan
bagian dari penegakan hukum non penal.
Tujuan dari penegakan hukum lingkungan
essensinya adalah penataan (compliance)
terhadap nilai-nilai perlindungan daya
dukung ekosistem dan fungsi lingkungan
hidup.

Berkaitan dengan penegakan hukum
lingkungan, Ninik Suparni menandaskan
bahwa, penegakan hukum lingkungan
hidup merupakan upaya untuk mencapai
ketaatan  terhadap  peraturan  dan
persyaratan dalam ketentuan hukum yang
berlaku secara umum dan individual,
melalui pengawasan dan penerapan secara
administrasi, keperdataan dan kepidanaan.
Untuk itu penegakan hukum dapat
dilakukan secara preventif, yaitu upaya
penegak hukum mencegah terjadinya

pencemaran lingkungan hidup. Dan dapat
juga dilakukan secara represif, yaitu upaya
penegak hukum melakukan tindakan
hukum kepada siapa yang melanggar
ketentuan-ketentuan perundangan-
undangan yang berlaku

Menjaga agar lingkungan tidak rusak
semakin parah, maka perlu dilakukan
tindakan pencegahan secara dini. Salah
satu bentuk pencegahan dini berupa
pengawasan secara intensif terhadap usaha
atau kegiatan yang melanggar ketentuan
hukum administrasi. Segera dilakukan
penindakan terhadap pelanggar hukum
administrasi tersebut. Penindakan hukum
administrasi jika dilakukan secara optimal,
maka dapat dipastikan bahwa lingkungan
tidak akan sempat tercemar apalagi rusak.
Jenis-jenis sanksi administrasi, yaitu
terdiri atas

1. Teguran tertulis;

2. Paksaan pemerintahan;

3. Pembekuan izin lingkungan
dan/atau izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup; dan

4. Pencabutan izin lingkungan
dan/atau izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup.

Selain 4 (empat) jenis sanksi
administratif tersebut diatas terdapat pula
jenis sanksi administratif lain yaitu denda
administratif dan pembatalan izin. Kriteria
penerapan  sanksi-sanksi  administratif
tersebut merupakan pilihan yang dapat
dilakukan secara bertahap, bebas, dan/atau
alternatif/kumulatif untuk mewujudkan
penegakan administrasi lingkungan. Jika
upaya tersebut tidak atau kurang berhasil,
maka barulah penindakan secara pidana
didayagunakan.

Pada UUPPLH pengertian tindak
pidana lingkungan hidup diatur dalam
Pasal 97 UUPPLH bahwa tindak pidana
merupakan kejahatan. Tindak pidana
didalam hukum lingkungan mencakup dua
kegiatan, yakni perbuatan mencemari
lingkungan dan perbuatan  merusak
lingkungan. Dan Pasal yang mengatur
ketentuan Pidana yaitu Pasal 98 UUPPLH



sampai dengan Pasal 115 UUPPLH
melalui metode konstruksi hukum dapat
diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak
pidana lingkungan (perbuatan yang
dilarang) adalah “mencemarkan atau
merusak  lingkungan”. Rumusan ini
dikatakan sebagai rumusan umum (genus)
dan selanjutnya dijadikan dasar untuk
menjelaskan perbuatan pidana lainnya
yang bersifat khusus (species), baik dalam
ketentuan dalam UUPPLH maupun dalam
ketentuan undang-undang lain (ketentuan
sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur
perlindungan  hukum  pidana  bagi
lingkungan hidup.

C. HASIL PENELITIAN

1. Konsep Perizinan Berdasarkan
Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perizinan merupakan kata benda
yang dibentuk dari kata izin dengan
mendapat imbuhan per-an. Perizinan
merupakan bentuk jamak dari kata izin
yang oleh W.J.S. Poerwadarminta
diartikan  dengan  perkenaan  atau
pernyataan mengabulkan tiada melarang
atau surat yang menyatakan boleh
melakukan  sesuatu. N.M.Spelt dan
JBIJM.Ten Berge membedakan
penggunaan istilah perizinan dan izin,
dimana perizinan merupakan pengertian
izin dalam arti luas, sedangkan istilah izin
digunakan untuk pengertian izin dalam arti
sempit. Pengertian perizinan (izin dalam
arti luas) adalah suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau
peraturan  pemerintah, untuk dalam
keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan-ketentuan larangan
perundangan. Dengan memberi izin,
penguasa memperkenankan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-
tindakan tertentu yang sebenarnya
dilarang. Sedangkan yang pokok dari izin
dalam arti sempit (izin) ialah bahwa suatu
tindakan dilarang, terkecuali
diperkenankan, dengan tujuan agar dalam

ketentuan-ketentuan yang disangkutkan
dengan perkenaan dapat dengan teliti
diberikan batas-batas tertentu bagi tiap-tiap
kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk
hanya memberi perkenan dalam keadaan-
keadaan khusus, tetapi agar tindakan-
tindakan yang diperkenankan dilakukan
dengan cara-cara tertentu (dicantumkan
berbagai persyaratan dalam ketentuan-
ketentuan yang bersangkutan).

Izin merupakan “Keputusan
Administrasi Negara/Tata Usaha Negara”.
Ini berarti bahwa dengan izin dibentuk
suatu hubungan hukum tertentu. Dalam
hubungan ini oleh administrasi
negara/pemerintah  dicantumkan syarat-
syarat dan kewajiban-kewajiban tertentu
yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh
pihak yang memperoleh izin. Penolakan
izin hanya dilakukan jika Kkriteria yang
ditetapkan oleh penguasa tidak dipenuhi
atau bila karena suatu alasan tertentu tidak
mungkin memberikan izin kepada semua
orang.

UUPPLH didalamnya terdapat 2

(dua) konsep perizinan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 35 UUPPLH bahwa
izin lingkungan adalah izin yang
diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/atau kegiatan
yang wajib amdal atau UKL/UPL
dalam rangka perlindungan dan
pengelolaan  lingkungan  hidup
sebagai prasyarat untuk memperoleh
izin usaha dan/atau kegiatan;

2. Pasal 1 angka 36 UUPPLH bahwa
izin usaha dan/atau kegiatan yakni
izin yang diterbitkan oleh instansi
teknis untuk melakukan usaha
dan/atau kegiatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan
bahwa penetapan perizinan sebagai salah
satu instrumen hukum dari pemerintah
ialah untuk mengendalikan kehidupan
masyarakat agar tidak menyimpang dari
ketentuan hukum yang berlaku, serta
membatasi aktifitas masyarakat agar tidak
merugikan orang lain. Dan izin lingkungan
dengan izin wusaha dan/atau kegiatan



mempunyai Kketerkaitan yang erat satu
sama lainnya.

2.  Gugatan Administratif dan
Penegakan Administrasi
Lingkungan  Terhadap Usaha

dan/atau Kegiatan yang Tidak
Melaksanakan Pasal 121 UUPPLH
Jo. Permen LH No. 14/2010
tentang Dokumen Lingkungan
Hidup Bagi Usaha dan/atau
Kegiatan yang Telah Memiliki
Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi
Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup

(a) Gugatan Administratif

Penegakan administrasi lingkungan,
penting peranannya, karena melalui sistem
administrasi yang baiklah maka lalu lintas
pengelolaan  lingkungan hidup  dapat
dikendalikan. Administrasi lingkungan
dapat menata manajemen lingkungan
hidup ke arah yang lebih baik, dan karena
itu kehadiran administrasi lingkungan

memiliki  instrumen  preventif  bagi
lingkungan hidup.
Objek  atau masalah yang

diperkarakan dalam suatu administrasi
lingkungan dikaitkan dengan  suatu
gugatan, yaitu gugatan administrasi
lingkungan terhadap keputusan tata usaha
negara. Gugatan  merupakan  suatu
permohonan berisi tuntutan terhadap
badan/pejabat TUN vyang diajukan ke
pengadilan administrasi untuk
mendapatkan putusan. Suatu gugatan harus
dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan
tertulis merupakan  hal penting untuk
dijadikan pegangan para pihak dan hakim
dalam memeriksa sengketa selama proses
pemeriksaan berlangsung. Mereka yang
dapat mengajukan gugatan ialah orang
atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan akibat
dikeluarkannya suatu keputusan
(beschikking) oleh badan/pejabat TUN
baik di pusat maupun di daerah.
Kepentingan penggugat yang dirugikan
harus bersifat langsung terkena, artinya

kepentingan  tersebut  tidak  boleh
terselubung di balik kepentingan orang
lain. Hal ini sesuai dengan adagium yang
menyatakan bahwa tidak ada kepentingan
tidak ada aksi (point d’interet, point
d’action).

Gugatan administratif hukum
lingkungan terjadi karena kesalahan dalam
proses penerbitan suatu keputusan tata
usaha negara yang berdampak penting
terhadap lingkungan. Gugatan
administratif tersebut juga diajukan terkait
dengan keputusan tata usaha negara yang
salah satunya mengenai badan atau pejabat
tata usaha negara yang menerbitkan izin
usaha dan/atau kegiatan yang tidak
dilengkapi  dengan izin lingkungan.
Gugatan tata usaha negara disamping
sebagai sarana untuk menekan pejabat tata
usaha negara agar mematuhi prosedural,
juga sebagai sarana perlindungan hukum
bagi rakyat. Misalkan kasus sengketa
lingkungan ditemukan yurisprudensi pada
suatu organisasi yang bergerak di bidang
perlindungan lingkungan hidup dapat
diterima sebagai Penggugat, mengajukan
gugatan mengatasnamakan kepentingan
umum atau kepentingan orang banyak atau
masyarakat (algemeen belang). Pada Pasal
93 ayat (1) UUPPLH menyebutkan bahwa
setiap orang dapat mengajukan gugatan
administrasi terhadap keputusan tata usaha
negara apabila:

a.  Badan atau pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada
usaha dan/atau kegiatan yang wajib
amdal tetapi tidak dilengkapi dengan
dokumen amdal,

b.  Badan atau pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL,
tetapi  tidak dilengkapi dengan
dokumen UKL-UPL; dan/atau

c.  Badan atau pejabat tata usaha negara
yang menerbitkan izin  usaha
dan/atau  kegiatan yang tidak
dilengkapi dengan izin lingkungan.



Gugatan lingkungan dalam
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan harus memenuhi persyaratan:
a. Perbuatan melanggar hukum;
b. Pencemaran dan/atau
lingkungan hidup;

c. Kerugian pada orang lain atau
lingkungan hidup;

d. Seseorang atau penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan;

e. Membayar ganti Kkerugian dan/atau
melakukan tindakan (hukum) tertentu,

perusakan

Adapun tata cara pengajuan gugatan
terhadap keputusan tata usaha Negara
mengacu pada Hukum Acara Peradilan
Tata Usaha Negara.

(b) Penegakan Sanksi Administratif
atas Izin Usaha dan/atau Kegiatan
yang Dimiliki Suatu Usaha
dan/atau Kegiatan Dikarenakan
Tidak Melaksanakan Pasal 121
UUPPLH Jo. Permen LH No. 14
Tahun 2010

Pasal 121 UUPPLH memberikan
aturan bahwa “pada saat berlakunya
Undang-Undang ini, dalam waktu paling
lama 2 (dua), setiap usaha dan/atau
keggiatan yang telah memiliki izin usaha
dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki
dokumen amdal wajib menyelesaikan audit
lingkungan hidup”.

Audit lingkungan hidup menurut
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010
tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi
Usaha dan/atau Kegiatan yang telah
memiliki 1zin Usaha dan/atau Kegiatan
tetapi  belum  Memiliki  Dokumen
Lingkungan  Hidup  adalah  Audit
Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang
dilakukan  untuk  menilai  ketaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap persyaratan hukum dan kebijakan
yang ditetapkan oleh Pemerintah. Audit
lingkungan hidup ini akan menghasilkan
berupa dokumen yaitu Dokumen Evaluasi
Lingkungan Hidup (DELH).

Dokumen  Evaluasi  Lingkungan
Hidup adalah dokumen yang memuat
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
hidup yang merupakan bagian dari proses
audit lingkungan hidup yang dikenakan
bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah
memiliki izin usaha dan/atau kegiatan
tetapi belum memiliki dokumen AMDAL
(Pasal 1 ayat (3) Permen LH No. 14 Tahun
2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup
Bagi Usaha dan/atau Kegiatan tetapi
belum Memiliki Dokumen Lingkungan
Hidup).

Didalam Pasal 49 ayat (1) UUPPLH
dikatakan  bahwa audit lingkungan
dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan
tertentu yang beresiko tinggi terhadap
lingkungan hidup dan/atau
penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa, tidak
memiliki  AMDAL merupakan bentuk
ketidaktaatan suatu perusahaan atas suatu
aturan.

Perusahaan yang telah mendapatkan
izin usaha namun belum memiliki
AMDAL, maka dengan adanya ketentuan
dari Pasal 121 UUPPLH, para pelaku
usaha diharuskan untuk melakukan audit
lingkungan hidup yang mana hasil dari
audit lingkungan hidup ini akan menjadi
sebuah dokumen yang disebut dengan
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
(DELH).

Dengan adanya Permen LH No. 14
Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan
Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang
telah Memiliki lzin Usaha dan/atau
Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup seakan menjadi jelas
akan ketertiban yang diwajibkan kepada
para pelaku usaha untuk memiliki
dokumen-dokumen penting yang terkait
dengan dokumen lingkungan hidup.
Dokumen evaluasi lingkungan hidup ini
pada kenyataannya adalah dokumen yang
dapat  dipersamakan  dengan izin
lingkungan sebagaimana yang tercantum



dalam Pasal 73 PP No. 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan.

Berdasarkan  ketentuan  diatas,
apabila pelaku usaha tidak melaksanakan
apa yang sesuai dalam Pasal 121 UUPPLH
maka dapat disimpulkan bahwa pelaku
usaha dan/atau kegiatan yang dijalankan
tersebut tidak memiliki izin lingkungan.
Oleh karena itu usaha dan/atau kegiatan
tersebut ditafsirkan sebagai usaha dan/atau
kegiatan yang tidak memiliki izin
lingkungan, maka usaha dan/atau kegiatan
tersebut telah melakukan pelanggaran
terhadap izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)
UUPPLH yaitu:

“Menteri, Gubernur, atau
Bupati/Walikota menerapkan sanksi
administratif kepada penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan jika
dalam  pengawasan  ditemukan
pelanggaran terhadap izin
lingkungan sehingga usaha dan/atau
kegiatan tersebut dapat dikenakan
sanksi administrasi”.

Pengaturan yang ketat terhadap para
pelaku usaha yang menjalankan usaha
dan/atau kegiatannya dipandang sangat
perlu. Ini bertujuan agar kepada pelaku
usaha dapat mempertanggungjawabkan
semua usaha dan/atau kegiatannya yang
berhubungan dengan lingkungan sekitar
sehingga akan mudah dipantau melalui
kepemilikan dokumen tersebut. Adanya
sanksi administrasi yang diawali melalui
teguran tertulis hingga pencabutan izin
lingkungan dipandang sangat perlu.
Pencabutan izin lingkungan berarti usaha
dan/atau kegiatan tersebut tidak memiliki
izin usaha lagi dengan demikian usaha
dan/atau kegiatan tersebut tidak dapat
berjalan atau berhenti beroperasi.

3.  Ketentuan Pidana Terkait dengan
Izin Lingkungan Berdasarkan

UUPPLH
Perbuatan mencemari dan
menimbulkan  kerusakan  lingkungan

merupakan kegiatan yang secara langsung

atau tidak langsung dapat membahayakan
kehidupan dan jiwa manusia. Hukum
pidana pada dasarnya bertujuan untk
melindungi jiwa dan kehormatan manusia
dan harta benda. Namun pada waktu Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana disusun,
masalah-masalah lingkungan belum lagi
merupakan masalah-masalah yang menarik
perhatian banyak orang. Pada waktu itu,
masalah-masalah lingkungan belum lagi
muncul sebagai masalah yang serius yang
dapat mengancam kelangsungan hidup
manusia perorangan ataupun masyarakat
karena industri  belum  berkembang
sebagaimana adanya pada zaman Kini.

Ketika masalah-masalah lingkungan,
terutama pencemaran, telah menimbulkan
dampak negatif terhadap kehidupan
manusia, maka banyak orang berpendapat
bahwa perbuatan yang menimbulkan
dampak negatif terhadap kehidupan
manusia yang menimbulkan pencemaran
dan kerusakan lingkungan harus dipandang
sebagai suatu perbuatan, yang tidak saja
bertentangan dengan moral, tetapi juga
layak untuk dikenakan pidana lingkungan
karena perbuatan itu dapat mengancam
kesehatan dan jiwa manusia perorangan
maupun kelompok.

Pada UUPPLH pengertian tindak
pidana lingkungan hidup diatur dalam
Pasal 98 UUPPLH sampai dengan Pasal
115 UUPPLH melalui metode konstruksi
hukum dapat diperoleh pengertian bahwa
inti dari tindak pidana lingkungan
(perbuatan  yang  dilarang)  adalah
“mencemarkan atau merusak lingkungan”.
Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan
umum (genus) dan selanjutnya dijadikan
dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana
lainnya yang bersifat khusus (species),
baik dalam ketentuan dalam UUPPLH
maupun dalam ketentuan Undang-Undang
lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH)
yang mengatur perlindungan Hukum
Pidana bagi lingkungan hidup.

Perumusan tindak pidana
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH
tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana



diatur terlebih dahulu dalam UUPLH,
karena UUPPLH telah memberikan kata
kunci bagi tindak pidana dan/atau
kerusakan lingkungan, yaitu “melampaui
baku mutu lingkungan vyang telah
ditetapkan” atau “melampaui kriteria baku
kerusakan lingkungan”.

Pada ketentuan tindak pidana yang
diatur dalam Bab XV vyaitu dari Pasal 97
sampai dengan Pasal 120 UUPPLH,
dimaksudkan ditujukan untuk melindungi
lingkungan hidup dengan memberikan
ancaman sanksi pidana. Untuk membahas
tindak pidana lingkungan tersebut perlu
diperhatikan konsep dasar tindak pidana
lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai
tindak pidana umum (delic species) dan
mendasari pengkajiannya pada tindak
pidana khususnya (delic species).

Jika ditinjau dari perumusan tindak
pidana pada ketentuan Pasal 98 UUPPLH
s/d Pasal 115 UUPPLH terdapat tindak
pidana materiil dan tindak pidana formil.
Pada tindak pidana materiil menekankan
pada akibat perbuatan dan memerlukan
pembuktian yang adanya akibat yang
dalam hal ini terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan. Sementara
tindak pidana formil menekankan pada
perbuatan dan tidak memerlukan adanya
akibat, namun jika telah melanggar
rumusan ketentuan pidana (ketentuan
peraturan perundang-undangan), maka
telah dapat dinyatakan sebagai telah terjadi
tindak pidana dan karenanya pelaku dapat
dijatuhi hukuman.

Selanjutnya ketentuan pidana dalam
UUPPLH vyang terkait dengan izin
lingkungan diatur dalam Pasal 109, Pasal
111 dan Pasal 112 UUPPLH. Pasal 109
UUPPLH terkait dengan orang dan/atau
badan usaha baik yang berbadan hukum
maupun Yyang tidak berbadan hukum.
Sedangkan Pasal 111 dan Pasal 112
UUPPLH  terkait dengan  aparatur
administratif di bidang lingkungan dalam
hal ini Pejabat yang mengeluarkan izin
lingkungan atau izin wusaha dan/atau
kegiatan dan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup (PPLH).

D. KESIMPULAN
Dari uraian diatas maka dapatlah

ditarik ~ kesimpulan  dari  beberapa

permasalahan yang telah dikemukakan di

awal tulisan ini, sebagai berikut:

1. lzin lingkungan merupakan
Keputusan Administrasi Negara/Tata
Usaha Negara, Yyang berfungsi
sebagai instrumen hukum dan sarana
yuridis dengan tujuan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup
dan mencegah serta bagian dasar
keluarnya izin usaha dan/atau
kegiatan  berdasarkan UUPPLH.
Berdasarkan UUPPLH terdapat 2
(dua) konsep perizinan, yaitu:

a. Izin lingkungan merupakan izin
yang diberikan kepada setiap
orang Yyang melakukan usaha
dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL//UPL dalam
rangka perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
sebagai persyaratan untuk
memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan.

b. 1zin usaha dan/atau kegiatan
merupakan izin yang diterbitkan
oleh instansi  teknis  untuk

melakukan usaha dan/atau
kegiatan.
Dan  kedua  konsep  tersebut

mempunyai keterkaitan yang erat
satu sama lainnya.

2.  Gugatan administrasi lingkungan
terjadi karena kesalahan dalam
proses penerbitan surat keputusan
tata usaha negara yang salah satunya
mengenai badan atau pejabat tata
usaha negara yang menerbitkan izin
usaha dan/atau kegiatan yang tidak
dilengkapi dengan izin lingkungan.
Sementara pelaku usaha dan/atau
kegiatan yang tidak melaksanakan
Pasal 121 UUPPLH maka pelaku
usaha dan/atau kegiatan tersebut
tidak akan memiliki  dokumen
lingkungan yang berdasarkan Pasal
73 PP No. 27/2012 bahwa dokumen



lingkungan tersebut dipersamakan
sebagai izin lingkungan. Berarti
bahwa pelaku wusaha dan/atau
kegiatan tersebut ditafsirkan sebagai
pelaku usaha dan/atau kegiatan yang
tidak memiliki izin lingkungan. Hal
tersebut merupakan pelanggaran
terhadap izin lingkungan (Pasal 76
ayat (1) UUPPLH) dan dapat
dikenakan sanksi administrasi (Pasal
76 ayat (2) UUPPLH).
Ketentuan pidana
dengan izin
UUPPLH, yaitu:
a. Pelaku usaha yang melakukan
tindak pidana melakukan usaha
dan/atau kegiatan tanpa memiliki
izin  lingkungan (Pasal 109
UUPPLH).
b. Tindak pidana yang dilakukan
oleh pejabat pemberi:

terkait
dalam

yang
lingkungan

1) izin lingkungan yang
menerbitkan izin lingkungan
tanpa dilengkapi  dengan

Amdal atau UKL/UPL (Pasal
111 ayat (1) UUPPLH);

2) izin usaha dan/atau kegiatan
yang menerbitkan izin usaha
dan/atau  kegiatan  tanpa
dilengkapi  dengan izin
lingkungan (Pasal 111 ayat
(2) UUPPLH).

c. Tindak pidana yang dilakukan
oleh pejabat pengawas
lingkungan (PPLH) yang tidak
melakukan pengawasan terhadap
ketaatan penanggungawab usaha
dan/atau kegiatan terhadap
peraturan  perundang-undangan
dan izin  lingkungan yang
mengakibatkan terjadinya
pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan yang mengakibatkan
hilangnya nyawa manusia (Pasal
112 UUPPLH).
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